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Intention of this research is to analysed and test influences of taxation sanction, fescues attitude, taxation 
counselling, taxation awareness and have environment an effect on to taxpayer compliance in KPP Pratama 
Sub-Province of Sukoharjo.This Research use quantitative method by using obtained primary data of 
questionary. Population in this research is all of taxpayer in KPP Pratama Sub-Province of Sukoharjo. Amount 
of sampel in this research counted 100 personal taxpayer people exist in KPP Pratama Sub-Province of 
Sukoharjo. Sample gathering method used slovin formula technique with purposive sampling method. Analyzer 
cover used validity test and reliabilities test, normallity test, multicollinearities test, heteroskedasticities test, 
doubled linear regression test, F test, coefficient of determines R2 test, and t test.Pursuant to data analysis 
result can be concluded that taxation sanction variable have an effect on significant negativity to compliance of 
taxpayer. While fescues attitude variable, Hereinafter taxation counselingvariable, Thenat taxation 
awarenessvariable, Also that at environmental variable have significant positively to taxpayer compliance. And 
so it is with test by at the same time (in concern) show result of statistical test of distribution regression F 
testmodel is fit. Adjusted R2 its meaning taxation sanction, fescues attitude, taxation counseling, taxation 
awareness and environment can explain taxpayer compliance variabilities. 
 





Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguji pengaruh sanksi perpajakan, sikap 
fiskus, penyuluhan perpajakan, kesadaran perpajakan dan lingkungan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak di KPP Pratama Kabupaten Sukoharjo.Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan 
menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib 
pajak di KPP Pratama Kabupaten Sukoharjo.Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 orang wajib 
pajak orang pribadi yang ada di KPP Pratama Kabupaten Sukoharjo.Metode pengumpulan sampel menggunakan 
teknik rumus slovin dengan metode purposive sampling.Alat analisis yang digunakan meliputi uji validitas dan 
uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji regresi linier berganda, uji F, uji 
koefisien determinasi R, dan uji t.Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi 
perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Sedangkan variabel sikap fiskus 
berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak,Selanjutnya variabel penyuluhan perpajakan 
berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Kemudian pada variabel kesadaran perpajakan 
berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Begitupula variabel lingkungan berpengaruh 
positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Demikian juga dengan uji secara simultan (serempak) 
menunjukkan hasil uji statistik dari distribusi signifikansehingga model regresi uji F adalah fit. Adjusted 
R2artinya sanksi perpajakan, sikap fiskus, penyuluhan perpajakan, kesadaran perpajakan dan lingkungan mampu 
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Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar.Penerimaan pajak ini berperan 
dalam kesejahteraan masyarakat di Indonesia, tetap yang terjadi adalah jumlah penerimaan pajak yang 
disampaikan masih belum jelas kebenarannya.Target pajak Rp. 1.294,3 triliyun mungkin besar untuk 
dipecahkan secara persial. Dibutuhkan effont yang extra ordinary untuk mencapai target besar itu. 
Segala langkah-langkah terbaik terbukti sukses harus di ambil.Model pemeringkatan pembayaran 
pajak, apresiasi terhadap WP patuh, hingga olimpiade perpajakan seperti dimasa lalu, mungkin perlu 
dipertimbangkan kembali.Termasuk juga langkah-langkah taktis seperti yang dikembangkan 
pemerintah saat ini. Kesadaran kolektif yang akan memunculkan kerelaan para pembayar pajak untuk 
melaksanakan kewajiban sosial dengan kuat (Akuntan, 2015). 
Potensi perpajakan Indonesia sangatlah besar, namun sayang belum tergarap optimal. Dari 254,8 
juta penduduk Indonesia hingga januari 2015, baru tercatat 26,8 juta WP orang pribadi.Padahal 
pemilik pekerjaan potensial mencapai 44,8 juta orang.Belum lagi penduduk usia15 tahun yang bisadi 
katagorikan usia produktif,  angkanya menjadi206,6 jutaorang. Wajib pajak yang memiliki 
kemampuan yang sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama. 
Menurut Mardiasmo, dibutuhkan upaya yang luar biasa untuk mencapai target pajak yang besar. 
Kondisi tersebut harus didukung oleh sistem perpajakan yang kuat dan terpercaya, ditambah tingkat 
kepatuhan yang tinggi dari para wajib pajak. “salah satu caranya adalah memalui tax amnesty atau 
pengampunan pajak yang sama akan dimasukan dalam revisi Undang-Undang KUP (Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan). 
Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua 
kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan.Kepatuhan tersebut diidentifikasi sebagai 
kewajiban wajib pajak dalam menyetor kembali SPT dan kepatuhan dalam menghitung tunggakan 
pajak yang harus dibayarkan. Pada sisi yang lain, upaya untuk meningkatkan penerimaan negara 
mempunyai banyak kendala yaitu antara lain tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah 
sehingga para wajib pajak membayar kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya mereka 
bayarkan dan masih banyak para wajib pajak yang tidak melaporkan kewajiban perpajakannya yang 
harus mereka bayarkan. Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi pemerintah yang bertanggung 
jawab dalam menghimpun dana dari masyarakat dan berupaya dengan berbagai cara melalui 
pelaksanaan program intensifikasidan ekstensifikasi dalam bidang perpajakan. Keberhasilan upaya ini 
akan ditentukan oleh dua hal yang saling berkaitan yaitu kesadaran perpajakandalam membayar pajak 
dan sistem perpajakan yang kondusif serta sikap dan kemampuan aparat pajak dalam melaksanakan 
tugasnya.  
Penerimaan Negara dari sektor pajak akan meningkat jika tingkat kepatuhan masyarakat sebagai 
wajib pajak dalam membayar pajak tinggi. Artinya jika semua wajib pajak yang ada memiliki 
kepatuhan dalam membayar pajak maka pembangunan akan terlaksana dan target penerimaan sektor 
pajak dapat tercapai. Keramah tamahan petugas wajib pajak dan kemudahan dalam sistem informasi 
perpajakan termasuk dalam pelayanan perpajakan tersebut (Tryana, 2013). 
Pelayanan dalam sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada 
wajib pajak oleh direktorat Jenderal Pajak untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban 
perpajakannya.Pelayanan pajak termasuk dalam pelayanan publik karena dijalankan oleh instansi 
pemerintah, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan 
Undang-Undang dan tidak berorientasi pada profit atau laba. 
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Penyuluhan merupakan suatu bentuk pendidikan yang cara, bahan dan sarannya disesuaikan 
dengan keadaan dan kepentingan sasarannya. Penyuluhan perpajakan merupakan suatu upaya 
Direktur Jenderal Pajak khususnya KPP untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan 
kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-
undangan perpajakan (Rohmah dan Rasmini, 2013).Menurut penelitian Andri, (2013) menyatakan 
bahwa kesadaran, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda, dan sikap fiskus berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak.Dan menurut penelitian Rohmah dan Rasmini (2013) menyatakan penyuluhan 
perpajakan juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Tujuan penelitian ini adalah membuktikan secara empiris pengaruh kesadaran sanksi pajak, sikap 
fiskus, penyuluhan perpajakan, kesadaran perpajkan dan lingkungan terhadap kepatuhan wajib pajak. 
 
II. KAJIAN LITERATUR DANPENGEMBANGAN HIPOTESIS 
Pajak 
Pengertian Pajak menurut undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata 
Cara Perpajakan, pajak adalah konstribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi 
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 
secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Menurut Mardiasmo (2011: 1) mengungkapkan bahwa pajak memiliki fungi sebagai berikut : 
1) Fungsi Anggaran  
Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara 
membutuhkan biaya.Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.Pajak digunakan untuk 
pembiayaan rutin, seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. 
2) Fungsi Mengatur 
Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak.Dengan fungsi 
mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pemerintah untuk kemajuan 
negara. 
3) Fungsi Stabilitas 
Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan 
dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa di lakukan antara lain 
dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang 
efektif dan efisien.  
4) Fungsi Redtribusi Pendapatan 
Merupakan salah satu fungsi pemerintahdengan cara dana yang dari publik digunakan untuk 
memperluas pemerataan pendapatan dan kesejahteraan.  
 
Kesadaran Perpajakan 
Pengertian kesadaran perpajakan menurut para ahli psikolg menyamakan kesadaran dengan 
pemikran (mind), kesadaran merupakan tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap stimuli 
eksternal dan internal, artinya terhadap peristiwa-peristiwa lingkungan dan sensasi tubuh, memori dan 
pemikiran (Atkinson, 1994 dalam Anissa, 2012). 
 
Sanksi Pajak 
Sanksi pajak berdasarkan pasal 7 UU KUP No.28 Tahun 2007 dikenakan apabila wajib pajak 
tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu sesuai dengan jangka waktu 
penyampaian SPT atau batas waktu perpanjangan surat pemberitahuan dimana jangka waktu tersebut 
adalah sesuai dengan pasal 3 ayat 3 dan pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan 
No.28 tahun 2007 masing-masing berbunyi :  
a. Untuk surat pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak. 
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b. Untuk surat Pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan waajib pajak orang pribadi, paling lama 3 
bulan setelah akhir tahun pajak. 
c. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak penghasilan Wajib pajak Badan, paling lama 4 bulan 
setelah akhir tahun pajak. 
 
Sikap Fiskus 
Menurut (Supramonon dan Damayanti, 2009: 18) dalam (Tryana, 2013) selain mengatur hak dan 
kewajiban bagi wajib pajak, ketentuan umun dan tata cara perpajakan yang juga mengatur ketentuan 
petugas pajak, antara lain: 
a. Pegawai pajak yang karena kelalainnya, dengan sengaja menghitung atau menetapkan pajak tidak 
sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan perpajakan 
b. Pegawai pajak dalam melakukan tugasnya dengan sengaja tidak di luar kewenangan yang di atur 
dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan dapat diajukan ke unit internal Departement 
Keuangan yang berwenang melakukan pemeriksaan dan investigasi. Apabila terbuktimelakukan 
maka pegawai pajak tersebut akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
 
Penyuluhan perpajakan  
Menurut Ari, 2013, penyuluhan merupakan suatu bentuk pendidikan yang cara, bahan dan 
sarannya disesuaikan dengan keadaan, kebutuhan dan kepentingan sasarannya. Penyuluhan 
perpajakan atau sosialisai perpajakan merupakan suatu upaya Direktur Jenderal Pajak Khususnya KPP 
untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu 
yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan. 
 
Lingkungan 
Kepatuhan dapat dipengaruhi oleh lingkungan, sedangkan lingkungan itu di pengaruhi oleh 
diterminan atau variabel-veriabel yang ada dalam lingkungan itu sendiri untuk membentuk tipe-tipe 
lingkungan yang compliance tersebut yang pada akhirnya membuat WP patuh untuk tidak dapat 
dijalaskan sebagai berikut (Daroyani, 2010) : 
 
a. Lazy compliance, yaitu tipe lingkungan yang berkaitan erat dengan tipe atau komponen perilaku 
WP sendiri, dengan mengharuskan untuk belajar kerumitan atau perubahan peraturan, formulir 
yang susah dimengerti. Pencatatan yang mendetail, permintaan pelaporan penghasilan yang 
bermacam-macam sehingga banyak orang yang gagal untuk meluangkan waktu dan energi dalam 
melaporkan pajaknya.  
b. Brokered compliance, yaitu tipe lingkungan yang kepatuhan wajib pajak yang timbul ketika 
seseorang mendapat anjuran dari professional. 
c. Sosial compliance, yaitu kepatuhan seseorang terhadap hukum adalah hasil secara langsung 
maupun tidak langsung tekanan dan pengharapan orang-orang disekitar dan komunitas. 
 
Kepatuhan Wajib Pajak 
Muliari dan Setiawan (2011) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai suatu keadaan dimana 
Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, maka 
konteks kepatuhan dalam penelitian ini mengandung arti bahwa Wajib Pajak berusaha untuk 
mematuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun 
melaksanakan hak perpajakannya. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan 
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memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan  
Berdasarkan  Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 wajib pajak patuh adalah 
sebagai berikut.  
1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.  
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin 
untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.  
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam 
jangka waktu 10 tahun terakhir.  
4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak 
pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis 
pajak yang terutang paling banyak lima persen.  
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik 
dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang 




Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Yadnyana (2011) menunjukan bahwa variabel-variabel 
yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak salah satunya adalah sanksi pajak. 
Lainnya antara lain Muliari (2010) dalam penelitiannya menyatakan kepatuhan wajib pajak 
dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak. Ari (2011) dalam penelitiannya menyatakan faktor-faktor 
yang mempengaruhi kepatuhan pajak meliputi kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan 
penyuluhan perpajakan. 
Lainya antara lain Triyana (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Kesadaran Perpajakan, 
Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di kabupaten Minahasa Selatan”. Beberapa 
kesimpulan dari hasil penelitian sebagai berikut :Kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi . Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi.Sikap fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan 
wajib pajak orang pribadi.Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Sikap Fiskus memiliki pengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Minahasa Selatan. 
Lainnya antara lain, Andri Christian Ginting (2013), dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis 
Pengaruh kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan , Sanksi Denda dan Sikap Fiskus 
Terhadap kepatuhan Wajib Pajak”. Penelitiannya menyimpulkan bahwa Kesadaran perpajakan, sikap 
rasional, lingkungan, sanksi denda dan sikap fiskus berpengaruh silmutan dan parsial terhadap 
kepatuhan wajib pajak. 
Lainnya antara lain Rohmah dan Rasmini (2013), dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh 
Kesadaran Perpajakan, Palayanan, dan Sanksi Perpajakan pada kepatuhan Wajib Pajak Orang 
Pribadi”. Penelitiannya menyimpulkan kesadaran, Penyuluhan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan 






Pengaruh Sanksi Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak 
Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak apabila memandang sanksi pudenda akan 
lebih banyak merugikan. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak, maka 
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akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya, dan keterlambatan dalam melunasinya akan 
dikenai denda. Oleh sebab itu sikap atau pandangan wajib pajak terhadap sanksi denda seperti nilai 
kewajaran denda bunga, keadilan dalam pelaksanaan dan perhitungannya diduga akan berpengaruh 
terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan demikian, sanksi denda 
adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. 
Adanya sanksi tersebut akan mendorong meningkatnya kepatuhan perpajakan.   
Hasil penelitian Kahono (2003), Suyatmin (2004), Jatmiko (2006), Suryadi (2006), dan 
Daroyani (2010) mengungkapkan bahwa sanksi denda berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kepatuhan. Semakin baik sanksi denda maka semakin tinggi pula kepatuhan perpajakan. 
H1 : Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP 
Pratama Sukoharjo 
 
Pengaruh Pelayanan  FiskusTerhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Kepatuhan wajib pajak dalam menbayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya 
adalah kualitas pelayanan yang diberikan fiskus kepada wajib pajak (Devano dan Rahayu 2006:112). 
Kualitas pelayanan fiskus adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh fiskus kantor 
pelayanan pajak sebagai upaya pemenuhan kebutuhan wajib pajak dalam rangka pelaksanaan 
ketentuan perundang-undangan. Tujuan pelayanan untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang 
diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 
Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak tergantung pada bagaimana 
petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak (Jatmiko, 2006).Karanta 
et al, 2000 (dalam Suryadi, 2006) menekankan pada pentingnya kualitas aparat (SDM) perpajakan 
dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak. 
Fiskus diharapkan memiliki kompetensi dalam arti memiliki keahlian, pengetahuan, dan 
pengalaman dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak  dan perundang-undangan 
perpajakan. Selain itu fiskus juga harus memiliki motivasi yang tinggi sebagai pelayan publik (Ilyas 
dan Burton, 2010 dalam Arum 2012). 
H2 : Sikap Fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP 
Pratama Sukoharjo  
 
Pengaruh Penyuluhan Perpajakan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak 
Menurut Rohmah dan Rasmini, 2013, penyuluhan merupakan suatu bentuk pendidikan yang 
cara, bahan dan sarannya disesuaikan dengan keadaan, kebutuhan dan kepentingan sasarannya. 
Penyuluhan perpajakan atau sosialisai perpajakan merupakan suatu upaya Direktur Jenderal Pajak 
Khususnya KPP untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat 
mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan. 
Deni dalam Rohmah dan Rasmini (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa penyuluhan 
perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. 
H3 : Penyuluhan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 
di KPP Pratama Sukoharjo 
 
Pengaruh Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan 
melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.Semakin tinggi tingkat kesadaran 
wajib pajak maka pamahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat 
meningkatkan kepatuhan (Muliari dan Setiawan, 2010).Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan 




Munari (2005) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan 
wajib pajak 
H4 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 
di KPP Pratama Sukoharjo 
 
Pengaruh Lingkungan Terhadap Kepatuhan Pajak 
Kepatuhan pajak merupakan hasil secara langsung maupun tidak langsung tekanan maupun 
pengharapan orang-orang disekitar dan komunitas dimana wajib pajak berada. Lingkungan yang 
kondusif akan lebih mendukung wajib pajak untuk patuh. Lingkungan yang kondusif seperti: 
lingkungan bisnis wajib pajak berada yang mudah menerapkan/mengikuti peraturan yang berlaku, 
masyarakat tidak memberikan peluang untuk menghindar dari pajak dan menganggap penting pajak, 
prosedur sederhana dan biaya murah, dan ada model dari tokoh masyarakat yang memberikan contoh 
untuk patuh pada pelaksanaan kewajiban perpajakan. Sebaliknya, lingkungan yang kurang kondusif 
dimana masyarakat tidak memiliki tanggung jawab perpajakan akan menurunkan tingkat kepatuhan.    
Hasil penelitian Jatmiko (2006), Suryadi (2006), dan Daroyani (2010) mengungkapkan bahwa 
lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.Semakin baik lingkungan 
yang berarti lingkungan mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan maka semakin tinggi pula 
kepatuhan perpajakan. 




Populasi dan Sampel Penelitian 
Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Sukoharjo.Menurut Sugiyono (2009:116), sampel adalah bagian dari 
jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dari penelitian ini mengambil 
dari jumlah populasi.Teknik penentuan sampel adalah menggunakan rumus slovin. 
Dalam menentukan ukuran sampel, penelitian ini mengunakan rumus Slovin agar bisa diketahui 
berapa jumlah sampel yang akan diambil. 





n =  ukuran sampel. 
N =  ukuran populasi. 
e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan  pengambilan sampel yang masih  ditolerir 
atau diinginkan, dalam sampel ini adalah 10%. 
Berdasarkan data dari KPP Pratama Kabupaten Sukoharjo, sampai Desember tahun 2014 tercatat 
sebanyak 49.590 wajib pajak orang pribadi yang merupakan wajib pajak orang pribadi yang efektif. 
Oleh karena itu jumlah sampel untuk penelitian dengan persen kelonggaran sebesar 10% adalah: 
݊ = 49.5901 +  49.590 (10%)ଶ 
݊ = 99,80 
 
Dengan demikian, penelitian ini menggunakan 100 orang wajib pajak orang pribadi yang ada di 





Data dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan dengan 
menyebarkan kuesioner kepada responden.Menurut Indriantoro (1999:146) data primer adalah data 
yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, di mana data tersebut diperoleh melalui 
kuesioner atau angket.Sumber data diperoleh dari wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP 
Pratama Sukoharjo. 
 
Metode Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kuesioner yang dilakukan dengan 
cara menyebar kuesioner kepada responden.Data diperoleh dengan cara membagikan kuesioner 
kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP PRATAMA Sukoharjo. Pembagian kuesiner 
dilakukan pada tanggal 1 November sampai tanggal 31 Desember 2015.Kuesioner yang dipakai dalam 
penelitian ini mereplikasi dari penelitian Sri Putri Tita Mutia (2014). Untuk mengukur pendapat 
responden digunakan  skala likert lima angka yaitu mulai dari angka 5 untuk  pendapat sangat setuju 
(SS) dan angka 1 untuk pendapat sangat tidak setuju  (STS) (Santi, dalam Restu Mutmainnah Marjan, 
2012). 
 
Pengukuran Variabel dan Definisi Operasional 
Variabel Independen  
Menurut Siregar (2010:110), variabel independen adalah variabel yang menjadi 
sebab/mempengaruhi suatu variabel lain (variabel dependen). Variabel independen yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah sanksi pajak (X1), sikap fiskus (X2), penyuluhan perpajakan (X3), 
kesadaran perpajakan (X4), lingkungan (X5).  
Sanksi Pajak (X1) adalah persepsi wajib pajak terhadap hukum pajak yang mengatur keadilan 
pelaksanaan peraturan perpajakan, hak dan kewajiban wajib pajak dan tingkat beban pajak itu 
terhadap wajib pajak sendiri.  Indikator meliputi 1) keterlambatan membayar pajak diampuni dan 
tidak dikenai denda bunga, 2) nilai denda  bunga pajak perbulan sudah wajar , 3) pelaksanaan sanksi 
bunga oleh petugas fiskus tepat pada waktunya, 4) perhitungan perpajakan sanksi denda bunga 
dilakukan oleh wajib pajak bersangkutan (Suyatmin, 2004, dalam Anisa 2012). 
 
Sikap Fiskus (X2) adalah perilaku petugas pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak yaitu 
melakukan pemeriksaan pajak, apakah fiskus tidak ada unsure memeras, mengada-ada menghitung 
pajak wajib pajak secara asal-asalan apabila tidak mendapat imbalan dari wajib pajak. Indikator 1) 
kooperatif, 2) menegakkan aturan perpajakan, 3) bekerja secara jujur, 4) mempersulit wajib pajak, 5) 
pernah dikecewakan, 6) informasi belum cukup baik, 7) pelayanan cukup baik, 8)  bersikap adil. 
(Supriyadi dan Hidayati, 2008, dalam Anisa 2012). 
Penyuluhan Perpajakan (X3) adalah Menurut Alifa Nur, 2013, penyuluhan merupakan suatu 
bentuk pendidikan yang cara, bahan dan sarannya disesuaikan dengan keadaan, kebutuhan dan 
kepentingan sasarannya. Penyuluhan perpajakan atau sosialisai perpajakan merupakan suatu upaya 
Direktur Jenderal Pajak Khususnya KPP untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan 
kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-
undangan perpajakan. 
Kesadaran Perpajakan (X4) adalah kesadaran kesungguhan, dan keinginan WP untuk memenuhi 
kewajiban pajaknya yang ditunjukan dalam pengertian WP terhadap fungsi pajak dan kesungguhan 
WP membayar pajak. Indikator 1) mengetahui adanya UU dan ketentukan perpajakan, 2) mengetahui 
fungsi pajak untuk pajak pembiayaan negara, 3) memahami bahwa kewajiban perpajakan harus 
dilaksanakam sesuai dengan ketentuan pajak sukarela, 5) secara tidak sadar menghitung, membayar, 
melaporkan pajak dengan  benar. (Muliari dan Setyawan, 2009 dalam Anisa 2012). 
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Lingkungan (X5) adalah tipe lungkungan sosial yang non compliance dimana WP berada 
ditunjukan dengan perhatian masyarakat terhadap ketidakpatuhan WP dan kebiasaan masyarakat itu 
sendiri terhadap memenuhi kewajibannya. Indikator 1) masyarakat mendukung perilaku tidak patuh 
terhadap pajak, 2) masyarakat mendorong  pajak secara tidak benar guna mengurangi beban pajak, 3) 
masyarakat melaporkan pajak secara tidak benar, 4) melaporkan pajak secara tidak benar karena 
anjuran masyarakat sekitar. (Novitasari, 2006 dalam Anisa 2012) 
 
Variabel Dependen  
Variabel dependetnt adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi  yang terdaftar di kantor 
pelayanan pajak pratama Sukoharjo. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem 
perpajakan Indonesia menganut sistem Self Asseessment dimana prosesnya mutlak memberikan 
kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, melapor kewajibannya. 
 
Metode Analisis Data 
Uji Instrumen 
Uji Validitas 
Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. 
Uji Reliabilitas 
Reliabilitas adalah suatu pengukuran menunjukkan kosistensi atau stabilitas suatu skor dari 
suatu instrument pengukuran dalam mengukur konsep. 
Uji Asumsi Klasik 
Uji Normalitas 
Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variable pengganggu atau 
residual memiliki distribusi normal. 
Uji Multikolinearitas 
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi 
antar variable bebas (independen). 
Uji heteroskedastisitas  
Uji heteroskedatisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan 
variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 
Uji Hipotesis  
Uji Regresi 
Rumus persamaan regresi  
Y = a- β1x1+β2x2+ β3x3+ β4x4 +β5x5 + e 
Keterangan : 
Y = kepatuhan wajib pajak  
a = konstanta 
 β1x1... β5x5= koefisien regresi 
x1= Sanksi pajak 
x2= Sikap Fiskus 
x3= Penyuluhan Perpajakan 
x4= kepatuhan Perpajakan  
x5=  Lingkungan  
e    = Eror  
Uji F (Uji Ketetapan Model). 
Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang 





Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara 
individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. 
KoefisienDeterminasi (Nilai Adjusted R2) Analisis koefisien determinasi digunakan untuk 
mengetahui presentasi variasi variabel bebas yang digunakan dalam model mampu menjelaskan 
variasi variabel terikat. 
 
IV. HASIL PENELITIAN 




Uji RegresiLinier Berganda 
Tabel 1 : Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 
Variabel Β thitung Sig. 
Konstanta 
Sanksi Perpajakan  
Sikap Fiskus  
Penyuluhan 
Perpajakan  


























R  : 0,681  Fhitung : 
15,047 
R Square : 0,464 Sig. F / Prob : 0,000 
Sumber: Data primer diolah, 2015 Y =  6,788 − 0,442SP +  0,211SF +  0,426PP +  0,483KP +  0,352LK +  ݁ 
Dari persamaan regresi linier berganda di atas, dapat diambil interpretasi sebagai berikut:  
a. Konstanta sebesar 6,788 dengan parameter positif menunjukkan bahwa apabila sanksi 
perpajakan, sikap fiskus, penyuluhan perpajakan, kesadaran perpajakan dan lingkungan 
dianggap konstan makaakan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 
b. Koefisien regresi sanksi perpajakan menunjukkan koefisien yang negatif sebesar -0,442. 
Apabila sanksi perpajakan berkurang satu satuan, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib 
pajak sebesar 0,442, dengan demikian dapat diketahui bahwa sanksi perpajakan dapat 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak.  
c. Koefisien regresi sikap fiskus menunjukkan koefisien yang positif sebesar 0,211. Apabila 
sikap fiskus bertambah satu satuan, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 
0,211, dengan demikian dapat 
d. diketahui bahwa sikap fiskus dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 
e. Koefisien regresi penyuluhan perpajakan menunjukkan koefisien yang positif sebesar 0,426. 
Apabila penyuluhan perpajakan bertambah satu satuan, maka akan meningkatkan kepatuhan 
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wajib pajak sebesar 0,426, dengan demikian dapat diketahui bahwa penyuluhan perpajakan 
dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 
f. Koefisien regresi kesadaran perpajakan menunjukkan koefisien yang positif sebesar 0,483. 
Apabila kesadaran perpajakan bertambah satu satuan, maka akan meningkatkan kepatuhan 
wajib pajak sebesar 0,483, dengan demikian dapat diketahui bahwa kesadaran perpajakan 
dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 
g. Koefisien regresi lingkungan menunjukkan koefisien yang positif sebesar 0,352. Apabila 
lingkungan bertambah satu satuan, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 
0,352, dengan demikian dapat diketahui bahwa lingkungan dapat meningkatkan kepatuhan 
wajib pajak. 
 
Uji F(Uji Ketepatan Model) 
Berdasarkan data yang dihasilkan dari perhitungan dengan program SPSS, diperoleh Fhitung 
sebesar 15,047 dan Ftabel = 2,32 Apabila dibandingkan Fhitung dengan nilai Ftabel dapat dilihat bahwa 
hasil uji statistik dari distribusi Fhitung> Ftabel yaitu 15,047 > 2,32. Hasil pengujian dapat dilihat juga 
signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 hal ini menunjukan model yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah fit. Oleh karena itu variabel sanksi perpajakan, sikap fiskus, penyuluhan perpajakan, 
kesadaran perpajakan dan lingkungan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib 
pajak. 
 
Uji Hipotesis (Uji t) 
Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t digunakan untuk menguji masing-
masing variabel independen secara individual (parsial) dapat menjelaskan perubahan yang terjadi 
pada variabel dependen secara nyata dengan level of significance 0,05 (ߙ = 5%).  
Variabel sanksi perpajakan, diketahui besarnya nilai thitung sebesar -3,308 sedangkan besarnya 
nilai ttabel adalah 1,987 dengan tingkat signifikasi 0,001 < α = 0,05 yang berarti sanksi 
perpajakanmempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Variabel sikap fiskus, diketahui besarnya nilai thitung sebesar 2,429 sedangkan besarnya nilai 
ttabel adalah 1,987dengan tingkat signifikasi 0,017 < α = 0,05 yang berarti sikap fiskus mempunyai 
pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.PengujianTerhadapJumlah Penduduk 
Variabel penyuluhan perpajakan, diketahui besarnya nilai thitung sebesar 3,449 sedangkan 
besarnya nilai ttabel adalah 1,987dengan tingkat signifikasi 0,001 < α = 0,05 yang berarti 
penyuluhan perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Variabel kesadaran perpajakan, diketahui besarnya nilai thitung sebesar 3,164 sedangkan 
besarnya nilai ttabel adalah 1,987dengan tingkat signifikasi 0,002 < α = 0,05 yang berarti kesadaran 
perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Variabel lingkungan, diketahui besarnya nilai thitung sebesar 2,586 sedangkan besarnya nilai 
ttabel adalah 1,987 dengan tingkat signifikasi 0,011 < α = 0,05 yang berarti lingkungan mempunyai 
pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 
 
Koefisien Determinasi (R²) 
Hasil perhitungan untuk nilai adjustedR2 diperoleh dalam analisis regresi berganda diperoleh 
angka koefisien determinasi dengan adjusted-R2 sebesar 0,433. Hal ini berarti bahwa 43,3% variasi 
variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel sanksi perpajakan, sikap fiskus, 
penyuluhan perpajakan,  kesadaran perpajakan dan lingkungan, sedangkan sisanya yaitu 56,7% 







Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Berdasarkan hasil uji t menunjukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan 
wajib pajak karena nilai signifikasi variabel sanksi perpajakan 0,001 < 0,05 sehingga diterima. 
Dengan demikian hipotesis yang menyebutkan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan 
wajib pajak diterima. Artinya sanksi perpajakan menurun,maka dapat meningkatkan kepatuhn wajib 
pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Triyanda (2013), sanksi 
perpajakanmemiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Minahasa 
Selatan.Ginting (2013), sanksi perpajakan berpengaruh silmutan dan parsial terhadap kepatuhan wajib 
pajak. Rohmah dan Rasmini (2013), sanksi pajak  berpengaruh positif Terhadap kepatuhan wajib 
pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar. 
Pengaruh Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Berdasarkan hasil uji t menunjukan bahwa sikap fiskusberpengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak karena nilai signifikasi variabel sikap fiskus 0,017 < 0,05 sehingga diterima. Dengan demikian 
hipotesis yang menyebutkan sikap fiskusberpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. 
Artinya sikap fiskus dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mendukung 
penelitian yang dilakukan oleh Triyanda (2013), sikap fiskusmemiliki pengaruh terhadap kepatuhan 
wajib pajak di Kabupaten Minahasa Selatan. Ginting (2013), sikap fiskusberpengaruh silmutan dan 
parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Pengaruh Penyuluhan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Berdasarkanhasil uji t menunjukan bahwa penyuluhan perpajakanberpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak karena nilai signifikasi variabel penyuluhan perpajakan0,001< 0,05 sehingga 
diterima. Dengan demikian hipotesis yang menyebutkan penyuluhan perpajakanberpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak diterima.Artinya penyuluhan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib 
pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ari (2011), menyatakan faktor-
faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak meliputi penyuluhan perpajakan.Ginting (2013), 
penyuluhan perpajakanberpengaruh silmutan dan parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Rohmah 
dan Rasmini (2013), penyuluhan perpajakan berpengaruh positif Terhadap kepatuhan wajib pajak 
orang pribadi di KPP Pratama Denpasar. 
Pengaruh Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Berdasarkan hasil uji t menunjukan bahwa kesadaran perpajakanberpengaruh terhadap kepatuhan 
wajib pajak karena nilai signifikasi variabel kesadaran perpajakan0,002< 0,05 sehingga diterima. 
Dengan demikian hipotesis yang menyebutkan kesadaran perpajakanberpengaruh terhadap kepatuhan 
wajib pajak diterima. Artinya kesadaran perpajakan itu sendiri dapat meningkatkan kepatuhan wajib 
pajak.Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ari (2011), menyatakan faktor-
faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak meliputi kesadaran perpajakan.Ginting (2013), kesadaran 
perpajakanberpengaruh silmutan dan parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.Triyanda (2013), 
kesadaran perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Minahasa 
Selatan. 
Pengaruh Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Berdasarkan hasil uji t menunjukan bahwa lingkunganberpengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak karena nilai signifikasi variabel lingkungan 0,011 < 0,05 sehingga diterima. Dengan demikian 
hipotesis yang menyebutkan lingkunganberpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.Artinya 
lingkungan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri.Hasil penelitian ini mendukung 
penelitian yang dilakukan oleh Ginting (2013), lingkunganberpengaruh silmutan dan parsial terhadap 





Sanksi perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.Artinya 
apabila sanksi perpajakan menurun, maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.Sebaliknya, 
apabila sanksi pajak naik, maka kepatuhan wajib pajak menurun.Sikap fiskus berpengaruh positif 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.Artinya sikap fiskus dapat meningkatkan kepatuhan wajib 
pajak.Penyuluhan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.Artinya 
penyuluhan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.Kesadaran perpajakan 
berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.Artinya, kesadaran perpajakan itu 
sendiri dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.Lingkungan berpengaruh positif signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak.Artinya lingkungan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu 
sendiri. Sampel (responden) dalam penelitian ini sangat terbatas karena jumlah dan lingkup area tidak 
begitu luas sehingga relatif tidak bisa digeneralisasi untuk populasi yang lebih luas selain wajib pajak 
Penelitian mendatang dapat menggunakan sampel secara lebih luas agar diperoleh hasil penelitian 
yang lebih baik, lebih bisa digeneralisasi, bisa memberikan gambaran yang lebih riil tentang 
perpajakan dan wajib pajak.Bagi penelitian mendatang hendaknya dapat menambah variabel-variabel 
inti selain variabel yang digunakan agar hasilnya dapat terdefinisi dengan lebih sempurna. Atau bisa 
juga menambahkan variabel intervening maupun moderating.Diperlukan pendekatan kualitatif untuk 
memperkuat kesimpulan karena instrumen penelitian rentan terhadap persepsi responden yang tidak 
menggambarkan keadaan yang sebenarnya dalam diri masing-masing.Pendekatan ini bisa dilakukan 
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